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Book Review

Civil Society di Masyarakat Muslim:

Pengalaman Indonesia

Book Review: Robert W. Hefner (ed.), Democratic Ciuility:
The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal,
London, Transaction Publishers, 1998.

Abstract: This book presents a study on democracy and civil society in
non-Western countries. Like other disconrse on democracy and modern-
ization, civil society emerged in the West with its specific culture and
tradition. Therefore the development of discourse on civil society in non-
Western countries has raised a question: Is a social system that emerged in
a particular culture compatible to a society with diffrenet culture and
tradition? Among other things, the book edited by Robert W. Hefner is
aimed to answer the above mentioned question.

The contents of the book consists of two parts. The first part puts for-
ward articles written by political scientists and sociologists on structure
and basic frame of civil society, then the second part contains varions
articles written by anthropologists and sociologists on the development of
civil society in various non-Western countries. Experiences of applying
civil democracy in non-Western countries, as discussed in the second part
of the book, show that the discourse on democracy and civil society is not
a simple matter.

Concerning civil society in non-Western context, Indonesian experi-
ence is an important case in point. Robert Hefner, “A Muslim Civil Soci-
ety? Indonesian Reflections on the Conditions of Its Possibility,” stated
that the Indonesian case reveals not only the development of civil society
in non-Western countries, but also the relation between Islam and civil
society. Since the majority of the Indonesian population is Muslims, the
development of discourse on civil society can not be understood without
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taking into account its interactions with local cultures with its strong
Islamic influence.

As far as democracy and civil society are concerned, the Indonesian
case provides us with a lesson that democracy and civil society is not some-
thing given. Both need supporting values and political will on the part of
the rulers to provide a public sphere for that purpose. As for Islam, Indone-
stan case points to the failure of generalization made by Gellner and
Huntington, which state that civil society is the dream of the West which
can not come true in Muslim countries. In Indonesia, on the contrary,
discussions on concept of Islamic politic or on the relation between Islam
and democracy and civil society are highly dynamics.

Hefner’s opinion is based on the argument that since a long time in
Indonesia civil society has potentially developed among Indonesian Mus-
lims. During the pre-colonial period Indonesian Muslims bad been ex-
posed to ideas and practices, social and political alike, which sprung from
civil society values. The emergence of the term ‘musyawarah’ (meaning,
seeking clarification and agreement) in the political practices of the kings
of the Melayu kingdoms, and the existence of the arrangement of the rela-
tion between the kings and their people according to ‘contractual’ model
as it is found in Malay classical texts, is a clear indication. Likewise is the
settlement of the Muslim traders, known as orang kaya (the richmen), in
the coastal areas of Indonesia. There they formed a strong city-state. As is
known, the Malay people in Nusantara used orang kaya as reference not
only those who had economic power but also those who hold important
positions vis-a-vis the power of the kings. They bad functioned as middle
class who involved in the political decisions making of the kings.

The arrival of the colonialism bad destroyed the native Muslim bour-
geois, which means it destroyed the basic element of civil society. This
state of being has been going on until today. Indonesian government has
never provided a public sphere where civil society will develop. This is
why Islamic organization in Indonesia, especially NU and Mubammadi.-
yah, have never developed into a powerful institutions to propagate de-
mocracy. NU, which was marginalized socially and politically, bas turned
into a traditional organization with its feudalistic culture which is against
democratic values and civil society. The same is also true with the modernis
Muslim organization, Mubammadiyah. Their religious attitudes have
made this organization incapable of learning from Indonesian history,
especially from the pre-colonial period mentioned above. Mubammadiyah
has failed to transform Islamic values into a social power for civil society
in Indonesia.
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Civil Society di Masyarakat Muslim:
Pengalaman Indonesia

Book Review: Robert W. Hefner (ed.), Democratic Civility:
The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal,
London, Transaction Publishers, 1998.
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di negara-negara di luar Barat. Sebagaimana diketahut, civil soci-

ety lahir dari rahim budaya Barat, yang mempunyai budaya dan
sistem asosiasi keorganisasian yang khas. Oleh karena itu, muncul perta-
nyaan apakah sistem sosial yang lahir dari suatu sistem budaya tertentu
dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai sistem budaya lain.
Artikel-artikel yang dimuat dalam buku ini —yang merupakan hasil dari
working group discussion mengenai demokrasi dan civil society di the In-
stitute for the Study of Economics and Culture (ISEC), Boston Universi-
ty, AS— salah satunya diarahkan untuk menjawab pertanyaan terse-
but. Buku ini terdiri dari dua bagian; Bagian pertama, yang ditulis oleh
ilmuwan politik dan sosiolog, berbicara mengenai struktur dan kerangka
etika dasar demokrasi sipil (civil democracy). Sedangkan bagian kedua
mengetengahkan kajian cross-culture para antropolog dan sosiolog ten-
tang demokrasi sipil di masyarakat di luar dunia Barat. Pengalaman-peng-
alaman pelaksanaan demokrasi sipil yang terangkum dalam bagian kedua
buku ini memberikan gambaran bahwa pembicaraan masalah demokra-
st dan upaya penyebarannya adalah masalah yang komplek.

Review ini terutama diarahkan untuk membahas dua artikel yang
ditulis oleh Robert W. Hefner. Artikel pertama adalah “On the History
and Cross-Cultural Possibility of a Democratic Ideal,” sedangkan artikel
kedua adalah “A Muslim Civil Society? Indonesian Reflections on the
Conditions of its Possibility.” Artikel yang pertama, sebagai pengantar
untuk buku ini, membahas tentang sejarah perkembangan civil society di
Eropa modern dan pengalaman Eropa Timur menerapkan konsep itu
setelah kehancuran komunisme. Hefner mencoba merangkai pelajaran
yang didapat dari studi cross-culture tentang civil society di beberapa nega-
ra. Pengalaman tentang interaksi budaya dan civil society sangat penting
untuk perkembangan demokrasi di dunia. Artikel kedua melihat penga-
laman Indonesia tentang pengembangan ide-ide civil society. Artikel
Hefner tentang civil society di Indonesia adalah salah satu contoh dan
pelajaran, dari lima negara yang dijadikan contoh di dalam buku ini,
bagaimana sebuah ide yang berkembang dari satu masyarakat tertentu
dapat berkembang di suatu masyarakat yang mempunyai sejarah dan
budaya sendiri.

Dalam tradisi ilmu politik, konsep civil sociery bukanlah konsep pen-
ting. Khususnya di Barat, civil society hanyalah semacam catatan-catatan
kaki (footnote), bukan bagian inti dari diskusi tentang ilmu politik. Na-
mun pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an dunia menyaksi-
kan maraknya pembicaraan masalah civil society. Diawali oleh masyarakat

B uku ini menyuguhkan studi tentang demokrasi dan civil society
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di Eropa Timur, wacana civil society berkembang ke wilayah lain terma-
suk Indonesia. Civil society berkembang di Eropa Timur barangkali kare-
na mereka membutuhkan sesuatu yang diperjuangkan oleh civil society:
toleransi, pembatasan terhadap kekuasan negara, dan kebebasan menyua-
rakan ide.! Setelah kehancuran komunis yang kemudian menimbulkan
kekacauan sosial karena menjelmanya masyarakat multi etnis, masyarakat
Eropa Timur merindukan nilai-nilai dan konsep-konsep itu. Dan kerin-
duan akan nilai-nilai itu seakan terwakili oleh kata misterius, “civil soci-
ety.” (285).

Memang sejak runtuhnya rezim komunisme di Eropa Timur dan
bubarnya negara Uni Soviet, dunia menyaksikan transformasi sistem
politik internasional yang sangat cepat. Negara-negara itu sibuk berbicara
tentang perbaikan ekonomi, penegakkan nilai-nilai dasar hak asasi
manusia dan memperjuangkan supremasi hukum. Isu-isu yang berkem-
bang dalam politik global adalah meluasnya tuntutan untuk memberikan
hak rakyat (civil rights) dan par[isipasi mereka di bidang politik secara
lebih nyata. Era baru politik global ini memunculkan pertanyaan; apa-
kah pembicaraan masalah demokrasi liberal adalah kemscayaan bagi se-
luruh penghuni dunia ini; atau hal itu justru hanya akan memicu terjadi-
nya konflik antara demokrasi liberal dengan peradaban-peradaban lain.

Francis Fukuyama dalam bukunya, 7he End of History and the Last
Man, mengungkapkan bahwa setelah kejatuhan dan gagalnya negara-
negara komunis untuk mensejahterakan rakyatnya, diskusi tentang sistem
politik terfokus pada sistem demokrasi liberal.? Evolusi ideologi sistem
politik, begitu ungkap Fukuyama, telah berakhir di sistem demokrasi
liberal yang telah terbukti dapat mensejahterakan masyarakat seperti
apa yang terlihat di negara-negara pengamal sistem itu seperti Eropa Bar-
at dan Amerika. Oleh karena itu, sejalan dengan globalisasi dunia, sistem
demokrasi liberal menjadi “key word” bagi perubahan-perubahan poli-
tik dunia, khususnya dunia di luar budaya Eropa.

Namun begitu, seiring dengan gencarnya diskusi tentang demokrasi
liberal, muncul pula respon yang menentang kehadirannya. Mereka yang
menolak beranggapan bahwa demokrasi dan isu-isu lain seperti hak asasi
manusi dan civil soctety adalah anak kandung dari kebudayaan Barat yang
tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal.’ Pandangan ini ternyata juga
diyakini oleh sebagian kalangan elit politik di negara Barat sendiri, sep-
erti apa yang tercermin dalam tulisan Samuel P. Huntington, “The Clash
of Civilization?™ Bagi Huntington, sistem demokrasi liberal —yang
menjadi corak utama peradaban Barat— tidak cocok dengan sistem per-
adaban masyarakat lain, bahkan cenderung akan menimbulkan kon-
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flik. Oleh karena itu, Huntington mensinyalir bahwa di masa menda-
tang konflik peradaban akan mendominasi wacana politik global, yang
berarti tidak akan terwujud konsensus tentang demokrasi.

Cross-Cultural Studies tentang Civil Society

Pernyataan banyak pemikir, seperti Gellner dan puncaknya Hunting-
ton, bahwa demokrasi tidak sesuai bagi masyarakat selain Eropa, menafi-
kan usaha keras aktivis dan pemikir prodemokrasi di negara-negara
berkembang. Di negara-negara Muslim—di mana Gellner menganggap
bahwa Islam tidak cocok dengan demokrasi karena keputusan tingginya
terletak pada otoritas wahyu bukan aspirasi individu—usaha-usaha untuk
menerima demokrasi cukup tinggi. Bassam Tibi, misalnya, berpenda-
pat bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik saat ini. Oleh karena itu
tidak ada alasan bagi kaum Muslim untuk menolak demokrasi. Ka-
laupun ada pernyataan bahwa demokrasi adalah human made (buatan
manusia), maka sesungguhnya apa yang dianggap oleh kaum fundamenta-
lis sebagai God made (buatan Tuhan) juga ciptaan manusia.® Hal itu
dikarenakan bahwa apa yang diyakini oleh kelompok fundamentalis
Muslim adalah interpretasi mereka terhadap teks-teks suci Islam. De-
ngan demikian apa yang mereka yakini itu juga ciptaan manusia.

Meski demikian, Tibi tidak menafikan kemungkinan adanya perbe-
daan antara Islam dan demokrasi. Misalnya, tekanan pada kolektifitas
kelompok (ummat) dalam Islam berseberangan dengan supremasi indi-
vidu dalam demokrasi. Ekspresi demokrasi, yang memperoleh bentuknya
pada penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu, akan mene-
mui kesulitan. Pandangan tersebut akan berhadapan dengan, meminjam
istilah David Apter, “norma-norma tentang kesakralan kolektifitas... .”

Namun demikian, tidak seperti yang didengungkan oleh Hunting-
ton, Tibbi berpendapat bahwa perbedaan itu seharusnya menjadi starz-
ing point untuk melakukan dialog guna mewujudkan suatu nilai moral
universal yang dapat diterima semua fihak. Dengan begitu umat Islam
harus siap untuk menerima masukan-masukan dari luar Islam, sebagai-
mana pada zaman keemasan Islam —dari zaman Nabi sampai khilafah Is-
lam— di mana orang-orang Islam pada saat itu tidak ragu untuk meng-
ambil pengetahuan dari tradisi bangsa lain. Begitu juga sebaliknya, dibu-
tuhkan pengertian dari Barat akan adanya perbedaan-perbedaan kultural
masyarakat yang tak dapat dielakkan. Maka Bassam Tibbi mengusulkan
diformulasikannya apa yang ia sebut sebagai “international morality” se-
bagai titik tengah pertemuan nilai-nilai yang dapat dijadikan common
ground untuk menjembatani perbedaan-perbedaan dalam masalah ke-
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manusiaan.” Dengan demikian yang dibutuhkan adalah studi cross-cul-
ture untuk mencari common ground bagi terbentuknya moral interna-
sional 1tu.

Agaknya, studi yang menekankan pada pendekatan cross culture me-
mang semakin banyak diminati. Dalam konteks politik, terdapat
kecenderungan yang semakin besar untuk memanfaatkan kajian sosi-
ologi dan antropologi. Pendekatan ini sangat penting bukan saja karena
kajian-kajian tersebut memungkinkan untuk melakukan studi cross-cul-
ture, tetapi juga karena berkembangnya kesadaran di kalangan ilmuwan
politik tentang kenyataan dunia kontemporer yang multikultural (5).
Begitu juga studi cross culture sangat penting untuk mempertimbangkan
aspek pluralitas budaya ketika berbicara masalah demokrasi. Pendekat-
an inilah yang menjadi titik kekuatan dari buku ini. Dengan studi yang
luas meliputi beberapa masyarakat yang mempunyai budaya berbeda,
buku ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi sosial masyarakat
untuk melihat kemungkinan menerapkan demokrasi.

Kajian cross culture sebenarnya sudah lama berkembang. Proyek be-
sar Weber untuk menguji hubungan antara agama dan etika kapitalisme
di beberapa masyarakat dan kebudayaan—China, Yahudi, India dan Is-
lam—adalah salah satu studi cross culture. Namun kajian yang bersifat
ideal type semacam Weber ini kurang memperhatikan bagaimana sebuah
konsep berinteraksi dan saling mempengaruhi. Studi cross culture tidak
saja bermaksud menguji konsep, namun mencari common ground untuk
kemungkinan menerapkan konsep seperti demokrasi dan civil society.

Penyebaran civil society ke luar wilayah Eropa berbarengan dengan
penyebaran demokrasi di wilayah itu. Sebagai salah satu prasarat utama
bagi terwujudnya demokrasi, civil society menjadi penting dalam proses
transisi menuju sistem demokrasi bagi negara-negara berkembang.* Oleh
karena itu, penciptaan cvil society menjadi bagian tak terpisahkan dari
upaya pengembangan demokrasi.

Kenyataan bahwa civil society dan demokrasi merupakan “the West-
ern dream,” istilah Serif Mardin, menimbulkan persoalan ketika ide itu
hendak diterapkan ke wilayah lain. Dalam kaitan ini, studi cross-culture
tentang civil society dan demokrasi sangat penting. Pertama, untuk meng-
uji apakah civil society yang lahir dari tatanan budaya tertentu dapat
dikembangkan di masyarakat yang mempunyai tatanan budaya berbe-
da. Kedua, seandainya dalam sebuah masyarakat mempunyai prasyarat
untuk berkembangnya civil society, apakah dapat dijamin bahwa civil
society akan dapat hidup di masyarakat tersebut. Prasyarat civil society
antara lain adalah adanya nilai-nilai semisal sikap toleran dan pluralistik,
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dan adanya budaya berasosiasi di luar kerangka kekuasaan. Ketiga, studi
cross-culture tentang civil society diharapkan dapat memberikan masukan
tentang strategi yang tepat untuk mengembangkan civil society yang se-
suai dengan budaya lokal. Keempat, studi cross-calture dapat dimanfaat-
kan untuk mencari rumusan “international morality,” seperti yang di-
ungkapkan oleh Bassam Tibbi, bagi pembangunan tatanan dunia (world
order).

Dilihat dari konteks studi tersebut, buku ini menjadi sangat penting.
Informasi dari kajian cross culture di berbagai daerah—Amerika Selatan,
Ukraina, Cina, Turki dan Indonesia—memberikan realitas sosial yang
berbeda tentang dialog antara civil society dan budaya lokal. Menurut
Hefner, ada beberapa pelajaran yang pantas diperhatikan untuk pengem-
bangan demokrasi dan civil sociery. Paling tidak, Hefner menengarai lima
pelajaran penting dari studi cross culture itu tentang civil society.

Pelajaran pertama, adalah benar bahwa tersebarnya kekuasaan dan
adanya penyeimbang serta oposisi terhadap kekuasaan merupakan
prekondisi bagi berkembangnya demokrasi sipil. Namun, faktor-faktor
tersebut akan berarti hanya sebagai pertanda adanya partisipasi dan ke-
bebasan sosial. Oleh karena itu, prekondisi tersebut membutuhkan dua
hal lain lagi, yaitu diangkatnya nilai-nilai pendukung civil society ke dalam
tataran negara, dan budaya politik yang berbasis luas (14-15).

Pelajaran kedua, tidak dapat diragukan lagi bahwa demokrasi sipil
akan berfungsi baik di negara moderen. Demokrasi di negara modern
berdasar pada kebebasan dan kesederajatan masyarakat sipil. Nilai-nilai
tersebut ditunjang dengan negara yang menjaga kebebasan dan hak sipil
tersebut. Tanpa adanya dukungan dari negara yang mempunyai per-
hatian pada hak dan kebebasan sipil, nilai-nilai pendukung civil society
tidak ada artinya. Hal ini menunjukkan pelajaran yang kedua bahwa
demokrasi sipil memerlukan perangkat hukum dan penjaga yang meng-
atur interaksi antara masyarakat dengan negara yang beradab (18-19).

Pelajaran ketiga, keinginan untuk mewujudkan sebuah politik sipil
telah menyebar luas di mana-mana. Dari wilayah yang menjadi tempat
studi civil society terlihat animo yang begitu besar untuk adanya sistem
politik yang mengakui hak dan partisipasi sipil. Memang benar bahwa
keinginan itu dipengaruhi oleh peradaban Barat, baik lewat globalisasi
atau potret keberhasilan Barat mewujudkan masyarakat yang beradab.
Walaupun demikian harus pula diakui bahwa proses pengambilan ide-
ide yang lahir dari luar budaya mereka itu juga disertai adanya usaha
untuk menyesuaikan dengan budaya lokal. Adanya keinginan untuk
mengubah, menguji kembali dan merasionalisasi kebudayaan adalah
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fenomena universal. Oleh karena itu transformasi civil society ke
masyarakat di luar Barat telah berlangsung melalui globalisasi. Namun
seiring dengan itu, civil society juga mengalami proses lokalisasi ketika
berinteraksi dengan budaya lokal (22-23).

Pelajaran keempat, adanya dua kebebasan kembar, kebebasan untuk
berdebat di publik dan hak privasi individu, adalah fenomena penting
dalam demokerasi sipil. Seperti apa yang telah dikemukan oleh pemikir
tentang negara modern, bahwa negara dan bisnis haruslah tetap menjadi
lembaga yang impersonal, tetapi individu mendapat pengakuan dirinya
dengan mendirikan asosiasi-asosiasi profesional. Asosiasi ini sangat pen-
ting sebagai ekspresi pribadi. Karena adanya persaingan yang terus me-
nerus antara kedua kebebasan inilah bahwa demokrasi sipil perlu diper-
juangkan (28).

Pelajaran kelima, realisasi demokrasi sipil dalam masyarakat adalah
sebuah proses yang tidak pernah selesai (unfinished). Hal itu bukan hanya
disebabkan oleh adanya perbedaan dan perubahan ketika demokrasi sipil
diterapkan dalam satu waktu dan masyarakat. Perubahan-perubahan yang
terjadi dalam masyarakat juga mempengaruhi perubahan dalam hubungan
negara dengan kekuatan penyeimbangnya. Bisa saja satu pilar masyarakat
yang dulu dianggap penting, karena perubahan masyarakat hal itu justru
menjadi faktor yang harus disingkirkan. Seringkali perubahan keseim-
bangan itu membuahkan konflik yang dapat mencabik-cabik suatu bang-
sa. Tetapi dengan dijaminnya hak-hak demokrasi sipil yang memungkin-
kan adanya akomodasi kepentingan baru, orang baru dan ide-ide baru,
kekhawatiran itu bisa dieliminir.

Ciwvil Society di Indonesia

Ketika rezim Orde Baru masih berkuasa, Bassam Tibbi meragukan
kalau Indonesia dapat menjadi contoh atau model bagi pengembangan
demokrasi di masyarakat Muslim.” Rezim yang otoriter dan didukung
oleh militer tidak akan memberikan hak dan partisipasi politik kepada
masyarakat. Pemandulan partai politik—salah satu wadah partisipasi
politik— membuktikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan pe-
luang bangkitnya politik sipil. Di samping itu, Bassam Tibbi meragukan
Indonesia, karena masth kuatnya hubungan intelektual Muslim Indone-
sia dengan Timur Tengah.'® Padahal tradisi intelektual di Timur Tengah
tidak sesuai dengan pertumbuhan intelektual yang mandiri. Karena kuat-
nya ikatan dengan Timur Tengah, yang tidak mendukung proses
demokrasi, Indonesia akan sulit menjadi model demokrasi di masyarakat
Muslim. Oleh karena itu, pluralisme di Indonesia tidak akan menjanji-
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kan bagi berkembangnya demokrasi dan peradaban Islam."

Untuk pendapat pertama, Bassam Tibbi barangkali benar. Rezim Orde
Baru yang didukung kuat oleh militer tidak kondusif bagi pertumbuhan
demokrasi di Indonesia. Namun pernyataan yang kedua, bahwa tradisi
intelektual Muslim Indonesia sama dengan intelektual Timur Tengah
tidaklah tepat. Menurut Hefner misalnya, berbeda dengan masyarakat
Timur Tengah, masyarakat Indonesia mempunyai sejarah intelektual
dan organisasi yang plural (21). Sifat pluralistik Muslim di Indonesia dise-
babkan karena masuknya Islam di Indonesia berlangsung bukan melalui
penaklukan tetapi melalui jaringan perdagangan dan negara kota (city-
state) yang mirip proses multipolar pada periode awal Eropa modern.
Meskipun gerakan reformisme juga masuk ke Indonesia, namun gerak-
an itu tidak membuat Muslim Indonesia menjauhi sikap intelektual dan
organisasi yang pluralis. Jadi Islam di Asia Tenggara dan Indonesia khusus-
nya, seperti ungkapan Fazlur Rahman, akan menjadi model bagi ke-
bangkitan Islam di dunia.”?

Maka ketika rezim Orde Baru jatuh oleh ketidakpercayaan rakyat
yang tercermin dalam demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, serta
didukung oleh memburuknya perekonomian, Indonesia menjadi per-
hatian dunia. Hal itu dikarenakan keinginan yang hampir sama disuara-
kan oleh masyarakat Indonesia agar terciptanya demokrasi di Indonesia.
Pengalaman Indonesia bergumul dengan demokrasi mempunyai arti
penting bagi perkembangan tata dunia. Pertama, sebagai masyarakat
Muslim, pengalaman Indonesia untuk menerapkan demokrasi akan
menjadi preseden bagi negara-negara Muslim lain. Selanjutnya, peristi-
wa di Indonesia akan memberikan bukti yang baru tentang hubungan
demokrasi dan Islam. Kedua, sebagai salah satu negara berkembang, peng-
alaman Indonesia akan menjadi pelajaran yang penting bagi negara-negara
berkembang lainnya.

Ketika Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang demokratis
pertama setelah 32 tahun rezim otoriter memerintah, muncul pertanya-
an apakah demokrasi akan dapat berjalan mengingat banyaknya partai
Islam yang ikut.” Kekhawatiran itu muncul karena pengalaman berhar-
ga Indonesia tentang berlarut-larutnya perdebatan masalah dasar negara,
antara Islam dan Pancasila. Di samping itu, suara-suara ragu dari ilmu-
wan politik tentang keikutsertaan partai politik Islam juga muncul.
Demokrasi membutuhkan adanya negosiasi dan kompromi sosial yang
tinggi, sedangkan ideologi agama yang bersandar pada kebenaran mut-
lak akan menutup kemungkinan adanya kompromi antarpartai politik.
Partai politik Islam hanya akan menciptakan kelompok-kelompok fa-

Studia lslamika, Vol, 7, No. 2, 2000



174 Book Review

natik yang menyulut perpecahan. Oleh karena itu munculnya partai-
partai Islam dianggap akan menghambat proses demokratisasi.™

Namun kekhawatiran itu tidak terwujud. Kampanye menjelang pe-
milihan umum, walaupun diwarnai beberapa kekisruhan, berjalan cukup
lancar jika dibanding dengan menumpuknya kekhawatiran-kekhawatiran
akan terjadinya kerusuhan. Partai politik Islam dapat mengikuti pola de-
mokrasi yang menjadi landasan bersama. Kesuksesan pemilu yang demo-
kratis tersebut memberikan harapan bagi pengamalan demokrasi di nega-
ra-negara Islam dan negara berkembang.

Sebelum Hefner, Serif Merdin, seorang sosiolog asal Turki, menulis
artikel yang cukup mendalam tentang Islam dan Civil society dengan
memakai pendekatan kulturalis dan juga historis. Bagi Serif merdin, civil
society adalah “mimpi Barat” yang tidak akan kompatibel dengan Islam.
Ciil society lahir dari situasi di mana hak-hak individu dihargai dan disa-
lurkan oleh lembaga asosiasi yang cukup independen dari pengaruh nega-
ra. Sifat yang demikian tidak dapat bertemu dengan masyarakat Islam
yang dilandasi atas pengakuan terhadap supremasi wahyu."* Walaupun
masyarakat Islam mempunyai “bits and pieces” (sedikit cuilan) dari kon-
disi-kondisi tumbuhnya civil society, masyarakat Islam tidak akan kon-
dusif bagi tumbuhnya civil society.

Studi Serif Merdin ini sangat penting untuk menjadi model kajian
civil society dan Islam. Serif Merdin melihat bahwa perkembangan civil
society tidak dapat dilepaskan dari dua unsur; unsur nilai budaya—seperti
toleransi, pluralisme, kebebasan individu—dan unsur asosiasi organisasl,
yakni berkembangnya asosiasi yang independen dari pengaruh kekua-
san negara. Bagi Merdin, kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan antara
satu dengan yang lainnya. Barangkali dalam suatu masyarakat terdapat
nilai-nilai budaya yang sesuai dengan civil society, tetapi tanpa dukungan
individu yang mandiri, nilai-nilai itu tidak akan menunjang tumbuhnya
civil society. Begitu juga sebaliknya.

Namun, Hefner menolak generalisasi Merdin di atas yang seolah-
olah menganggap bahwa masyarakat Islam dapat digambarkan dalam
satu penjelasan. Barangkali apa yang terjadi di Turki atau di Timur Tengah
belum tentu mencerminkan apa terjadi di Indonesia. Tetapi pelajaran
yang penting dari tulisan Serif Merdin adalah bahwa cultural norms (nor-
ma-norma budaya) pendukung civil society dan asosiasi organisasi tidak
dapat dipisahkan. Banyak studi tentang civil sociery hanya memfokuskan
pada salah satu aspek saja, seakan-akan aspek yang satu akan menumbuh-
kan aspek yang lain. Serif Merdin mengingatkan bahwa kedua aspek itu
saling berhubungan dan menjadi dua aspek yang tak dapat dipisahkan.
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Bagaimana dengan wacana civil society di Indonesia? Pembicaraan
masalah civil society di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru. Dis-
kusi masalah Civil Society ini mulai marak sekitar tahun 1990an. Walau-
pun wacana civil society relatf baru, namun wacana ini menjadi bagian
penting dari proses demokratisasi di Indonesia. Dari dokumentasi yang
dilakukan oleh Ahmad Baso, pandangan intelektual Muslim Indonesia
tentang civil society sangat banyak. Intelektual dari berbagai latar bela-
kang organisasi Islam semisal NU dan Muhammadiyah terlibat aktif dalam
diskusi tentang civil society. Pertanyaannya, mengapa kaum intelektual
Indonesia begitu menaruh perhatian tentang civil society, padahal secara
akademis ia bukan konsep penting? Apakah pengalaman Indonesia ber-
gumul dengan civil society dapat menepis gambaran miring tentang hubung-
an Islam dan civil society yang tidak kompatibel.

Hefner ingin menjadikan Indonesia sebagai satu kasus penting untuk
menjelaskan hubungan antara Islam dan civil society. Walaupun Indone-
sia bukan negara Islam, tetapi karena mayoritas penduduknya Muslim,
apapun yang dilakukan umat Islam akan mempengaruhi negara. Na-
mun, kenyataannya, dalam literatur tentang hubungan civil society dan
Islam, kasus Indonesia paling sedikit dirujuk (288). Hal itu dikarenakan
corak Islam di Indonesia yang sinkretik dianggap sebagai “Islam marginal”
yang berada di lvar mainstream Islam yang berkembang di Timur Te-
ngah. Padahal jika ditilik dari segi penduduk maupun intensitas pemikiran
intelektual Muslim Indonesia, posisi Indonesia seharusnya menjadi pen-
ting. Terlepas dari kontroversi itu, Hefner menjadikan Indonesia sebagai
lahan untuk melakukan studi cross culture tentang Islam dan civil society.

Bagi Hefner, posisi Islam Indonesia menarik karena dalam beberapa
hal, wacana tentang politik Islam di Indonesia sangat berbeda dengan
konsep konvensional politik Islam. D1 Indonesia banyak tokoh-tokoh
utama Muslim menyuarakan perlunya proses demokratisasi dan pen-
tingnya mengembangkan civil society. Hal itu sangat berbeda dengan
respon intelektual negara Islam semisal Pakistan yang menolak konsep-
konsep tersebut. Penolakan itu, seperti dijelaskan di atas, karena demokra-
si yang human made tidak akan mampu menggantikan agama yang God
made. Mereka juga menganggap bahwa penyebaran ide-ide Barat tidak
lain dari upaya meneruskan kolonialisme. Namun demikian, memang
timbul pertanyaan; apa motif sebenarnya tokoh-tokoh Muslim Indone-
sia menyuarakan ide-ide itu, apakah hanya sekedar slogan politik atau
mereka betul-betul ingin memperjuangkan gagasan ideal demokrasi dan
civil society.

Di samping itu, Indonesia juga penting dilihat mengingat beragam-
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nya polemik tentang politik Islam. Perbedaan-perbedaan visi ten-
tang politik di Indonesia, dari yang fundamentalis hingga yang
moderat, menghiasi wacana politik Islam. Keragaman ini menun-
jukkan bahwa stereo-type tentang politik Islam yang digambarkan
oleh Barat tidak selamanya benar. Ada pertentangan dan perlawan-
an yang cukup tajam antara kelompok yang menyuarakan politik
Islam secara formal—meletakkan Islam sebagai dasar negara—dan
politik Islam yang lebih menekankan pada aspek substantif Islam.'®
Perbedaan ini menggambarkan “adanya variasi imaginasi politik
Islam dalam tradisi Islam Indonesia” (289).

Tradisi Pluralisme: Pengalaman Muslim Indonesia

Tidak berlebihan jika banyak orang terus bertanya apa yang mem-
buat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya itu dapat ber-
satu. Barangkali faktor historical block yang telah menghadapkan rakyat
dengan penjajahan, yang membuat mereka bersatu. Secara ideologis, Ruth
McVey menganggap bahwa Islam menjadi faktor dominan terjadinya
persatuan di Indonesia, walaupun pada saat yang sama Islam menjadi
faktor utama yang dapat menimbulkan disintegrasi di Indonesia. Terle-
pas dari perdebatan faktor apa yang menyatukan Indonesia, kenyataan
bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem untuk mengatasi ke-
majemukan masyarakat sudah ada sejak lama. Pada zaman Majapahit
yang wilayah kekuasaanya melampaui batas Jawa, problem masyarakat
majemuk telah muncul. Andrew Beatty dalam studinya tentang variasi
agama-agama Jawa di Banyuwangi ujung Jawa Timur mengatakan bah-
wa kompleksitas masyarakat Jawa menunjukkan adanya pengalaman
Jawa berhubungan dengan persoalan pluralitas.

Islam datang ke Indonesia bukan dengan cara penaklukan tetapi mela-
lui jaringan dagang. Hubungan dagang Indonesia dengan dunia interna-
sional utamanya dalam masalah rempah-rempah, hasil bumi dan kayu
telah berlangsung sejak lama. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur
perdagangan internasional ini, di mana jalinan antara orang Timur Tengah
dan Indonesia telah terbentuk sejak lama. Karena hubungan dagang terse-
but, tidak mengherankan bahwa perkembangan Islam bermula dari pan-
tai-pantai yang menjadi pusat perdagangan internasional saat itu. Oleh
karena itu, Islam membangun pusat-pusat kota pantai di Indonesia yang
pengaruhnya dapat dilihat hingga kini. Kentalnya hubungan antara Is-
lam dan dagang selanjutnya membuat Earnest Gellner berpandangan
bahwa bangunan peradaban Islam selalu berpusat di kota. Jadi Islam
masuk ke Indonesia dan berkembang di Indonesia bukan melalui penak-
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lukan tetapi melalui perdagangan yang melibatkan interaski berbagai ras
dan suku bangsa.

Dengan pola hubungan demlklan itu, lalu timbul pertanyaan, apa-
kah Islam ditransformasikan menjadi etika rakyat, utamanya dalam bu-
daya politik. Agaknya pengaruh Islam di Indonesia sangat variatif. Di
masyarakat Jawa pengaruh Islam dianggap tidak lebih dari menyesuai-
kan dengan budaya yang telah ada.” Sementara itu di wilayah Melayu
pengaruh Islam lebih mendalam. Taufik Abdullah membagi ke dalam
dua pola interaksi antara Islam dan budaya lokal di Indonesia. Di Jawa
interalksi antara Islam dan budaya lokal Jawa berlangsung dalam “tradisi
dialog”, di mana terjadi akomodasi maupun konflik antara keduanya.
Sementara di daerah Melayu, interaksi antara Islam dan budaya Melayu
mempunyai corak “integratif,” di mana terjadi penyatuan antara nilai-
nilai Islam dan budaya Melayu.

Perbedaan ini selanjutnya menentukan tingkat pengaruh Islam dalam
budaya politik di Indonesia. Sesuai dengan karakteristik sinkretis dan
nominal Islam di Jawa, pengaruh Islam dalam keraton Jawa nampaknya
tidaklah besar. Sistem yang terpaku pada raja-centric warisan zaman dulu
masih kelihatan. Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Jawa, pola
“vaja-centric” masih berlaku. Islam diambil oleh kerajaan sebagai simbol
spiritualitas, dan Islam kemudian menaikkan status raja sebagai the de-
fender of the faith. Selanjutnya raja mengangkat ulama-ulama sebagai pe-
nasehat spiritual kerajan yang berakibat pada melemahnya kekuatan sipil
di luar istana.

Di daerah lain, seperti di daerah Malaka dan Makasar, pengaruh Is-
lam dalam struktur politik tidaklah sama dengan apa yang terjadi di Jawa.
Di Makasar terjadi dualisme kekuasaan antara penguasa kerajaan dan
kekuasaan yang dimiliki oleh pedagang kaya. Bahkan tidak jarang kekua-
saan pedagang kaya dapat mempengaruhi kekuasaan raja, misalnya dalam
proses penunjukkan raja. Adanya persaingan kekuasaan ini membuat
partisipasi sipil dalam politik lebih kentara. Kelompok pedagang sukses
menikmati kemandirian mereka seperti yang tampak di beberap negara
kota.

Namun, kedatangan kolonialisme ke Indonesia merubah struktur
politik itu. Hal itu dikarenakan usaha kolonial Eropa untuk menghan-
curkan kelompok pengusaha pribumi yang menguasai perdagangan di
Indonesia. Usaha tersebut dilakukan untuk dapat memonopoli perda-
gangan rempah-rempah yang menjadi komoditi perdagangan interna-
sional. Akibatnya, basis ekonomi yang menjadi pendorong kemandiri-
an kelas menengah hancur. Sehingga, masyarakat yang tadinya bertum-
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pu pada pusat-pusat yang terpencar, menjadi lemah dan terkonsentrasi
hanya pada satu pusat kekuasaan. Hadirnya kolonialisme ini bukan saja
telah menghancurkan kelas-kelas borjuis pribumi, tetapi lebih dari itu
telah menciptakan negara yang sentralistik (294-295).

Membangun Kekuatan di Grassroot:
Pengalaman Muslim Tradisionalis

Namun demikian, sifat Islam yang menurut Gellner berorientasi pada
peradaban kota telah membangkitkan semangat umat Islam untuk mem-
bangun kekuatan di wilayah pedesaan. Penjajahan Belanda yang ber-
langsung hampir tiga setengah abad, kecuali daerah Aceh yang baru da-
pat ditaklukkan pada abad ke 19, telah mengakibatkan lemahnya sendi-
sendi kekuatan politik Islam. Secara perlahan kerajaan-kerajaan Islam
hancur dan kaum kolonial Eropa tidak memberikan simpati pada
perkembangan Islam. Akibatnya, basis kekuatan masa Islam pun bera-
lih dari kekuatan yang berbasis pada kekuasaan raja-raja, menjadi kekua-
tan yang berbasis masyarakat di luar kekuasaan formal. Perkembangan
tersebut sangat menentukan corak hubungan Islam dan kekuasaan pada
masa selanjutnya. Sebagai reaksi terhadap sikap kolonial Belanda yang
memusuhi Islam, kalangan Muslim menjadi bersikap kritis terhadap
kekuasaan.

Dampak paling nyata dari berubahnya basis organisasi Islam pada
awal abad ke-19 adalah berkembangnya pesantren-pesantren. Karena
pesantren berkembang dalam suasana berseberangan dengan pemerin-
tah, tdak mengherankan jika sikap kritis dan relatif independen dari
kekuasaan manjadi ciri khas pesantren-pesantren Jawa. Kedekatan den-
gan masyarakat setempat selanjutnya menjadikan pesantren di suatu
daerah cukup independen. Ciri khas pesantren yang demikian masih
berlangsung hingga sekarang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika
di kemudian hari pesantren memainkan peranan berarti dalam pengem-
bangan wacana civil society.

Bersamaan dengan kebijakan pemerintah kolonial untuk membuka
lahan pertanian, orang Islam juga ikut melakukan migrasi. Hal itu mem-
berikan kesempatan kepada pesantren untuk migrasi ke pantai utara
tempat awal Islam berkembang. Begitu juga mereka melakukan migrasi
ke daerah pedalaman Jawa karena di daerah-daerah tersebut pemaha-
man keislaman masyarakatnya dirasakan sangat lemah. Migrasi Orang
Mataram yang terjadi pada pertengahan abad ke-18 ke daerah-daerah
bekas kerajaan Majapahit, menurut Robert Jay, mendorong perubahan
keagamaan yang penting di Jawa Timur. Pesantren, dengan figur kyai-
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nya yang umumnya dari golongan kelas menengah, memberikan inde-
pendensi yang kuat dari pengaruh pemerintahan kolonial. Oleh karena
itu, penyebaran pesantren ke wilayah lain sesungguhnya adalah juga
penyebaran institusi independen yang dapat mengembangkan partisipa-
si masyarakat.

Independensi pesantren —yang menjadi basis institusi keagamaan Is-
lam— semakin diperkokoh oleh sikap pemerintahan kolonial yang anti
terhadap institusi keagamaan Islam. Hal itu dikarenakan kuatnya pen-
garuh institusi keagamaan untuk menggalang sikap anti kolonialisme.
Hal ini terbukti dari beberapa gerakan perlawanan bangsa Indonesia
terhadap kolonialisme, yang kebanyakan dipimpin tokoh-tokoh aga-
ma, walaupun sesungguhnya pada awalnya masalah yang menimbulkan
perlawanan itu bukan masalah keagamaan. Pemberontakan petani di
Banten misalnya, membuktikan hal tersebut. Dengan sifat yang demiki-
an itu, Hefner mengatakan bahwa komunitas santri dengan karakteris-
tik independensi dalam kepemimpinan, ekonomi, etos kerja dan juga
visi moralnya telah menjadi “counter-culture” di masyarakat Jawa (298).

Karakteristik dan basis sosial keagamaan umat Islam inilah yang menja-
di cikal bakal tumbuhnya nilai-nilai kemandirian dan lahirnya organisa-
si-organisasi independen di luar negara. Selanjutnya tradisi organisasi sipil
di kalangan umat Islam ini diperkuat oleh pemerintah kolonial yang
tidak aspiratif terhadap Islam. Dengan demikian, pertentangan antara
kekuasaan politik dan Islam dapat ditelusuri, khususnya di Jawa, sejak
zaman kolonial. Menurut Simuh, di Jawa berkembang dua tradisi yang
dalam beberapa hal bersifat antagonis; pertama tradisi kraton, yang
mengembangkan tradisi spiritual yang halus; kedua tradisi wong cilik
yang mengembangkan budaya rakyat."® Dalam sejarah perkembangan
Islam di Jawa, Islam lebih dekat dengan tradisi wong cilik. Hal itu ter-
bukti dari tradisi walisanga yang mengembangkan tradisi kerakyatan,
sehingga Islam telah berkembang menjadi agama rakyat (popular reli-
gion) bagi masyarakat Jawa.”

Ketika tradisi wong cilik Islam berkembang menjadi suatu kekuatan
sosial yang kuat, dengan adanya beberapa kota atau daerah Islam yang
menjadi daerah perdikan—daerah otonom yang bebas pajak—elit kera-
jaan membawa tradisi tersebut masuk ke dalam tradisi kraton. Menurut
Simuh, mulai saat itulah timbul apa yang disebut tradisi tasawuf Islam
Jawa. Diangkatnya walisanga ke dalam struktur kekuasaan Jawa berarti
melengkapkan akomodasi kraton terhadap budaya wong cilik Islam. Inilah
yang kemudian dianggap oleh Woodward sebagai kemenangan Islam
yang mendalam, karena Islam telah masuk ke dalam dasar-dasar tradisi
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keagamaan Jawa.”® Walaupun, jika dilihat dari sisi pengembangan organi-
sasi masyarakat, kenyataan itu tampaknya telah melemahkan tradisi si-
pil di masyarakat bawah.

Ada tiga alasan penting mengapa akomodasi antara tradisi kraton
dan tradisi wong cilik melemahkan tradisi civil society di masyarakat.
Pertama, budaya akomodasi antarkelompok telah meniadakan sikap
oposisi yang dapat menjadi counter balance bagi negara. Karena semua
kekuatan diadopsi oleh negara, dan semua mendapat bagian dalam kekua-
saan, maka praktis tidak ada kekuatan di luar negara. Sistem komprom-
istis ini agaknya menjadi ciri khas utama politik Jawa, yang banyak
mempengaruhi perjalanan politik modern Indonesia.

Kedua, sebagai konsekuensi logis dari akomodasi kekuasaan terse-
but, maka kekuasaan pusat menjadi acuan utama masyarakat. Dengan
kata lain, terpusatnya kekuasaan mengakibatkan tumpulnya kreatifitas
masyarakat untuk mengembangkan institusi-institusi sosial di luar kekua-
saan pusat. Dalam situasi politik yang akomodatif, persaingan yang ter-
jadi adalah bagaimana mendekati kekuasaan pusat agar dapat dimasuk-
kan dalam kekuasaan. Akibatnya asosiasi sipil menjadi tidak independen.

Ketiga, pada iklim kekuasaan yang akomodatis dan sentralistis, kekua-
tan organisasi sangat tergantung pada kualitas pemimpin. Lobi-lobi ke
elit kekuasaan dan negosiasi politik memerlukan figur-figur yang kuat.
Pada masyarakat agamis, figur-figur agamawan kharismatik, karena ke-
salehannya, berperan sangat dominan. Sebagaimana yang terjadi pada
institusi agama seperti pesantren, figur kyai berperan penting tidak ha-
nya dalam masalah keagamaan tetapi juga dalam masalah sosial dan poli-
tik. Memakai istilah Geertz, kyai tidak saja menjadi “cultural broker”,
tetapi juga political bahkan economical broker.

Bagi Hefner, terlalu kuatnya figur sentral institusi ini menjadi ham-
batan bagi pengembangan asosiasi yang mandiri. Oleh karena itu, wa-
laupun nilai-nilai dasar untuk pengembangan civil sociery dapat ditemui
di Indonesia, karena faktor figur sentral tersebutlah civil society tidak
dapat berkembang (299). Keberadaan institusi yang independen perlu
didorong dua kondisi penting. Pertama, kemauan para intelektual un-
tuk mengembangkan prinsip-prinsip otonomi, saling menghormati mau-
pun kebebasan berserikat. Kedua, adanya dukungan politik negara baik
berupa kebijakan maupun undang-undang yang menjamin pengembang-
an nilai-nilai kemandirian. Jadi, bagi Hefner, negara dan masyarakat tidak
saja berada dalam posisi bersebrangan tapi juga saling melengkapi (299).

Pendek kata, Hefner menekankan bahwa pada dasarnya komunitas
Islam tradisional tidak memiliki tradisi yang kuat dalam upaya pengem-
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bangan civil society. Walaupun ada nilai-nilai pendukung bagi civil soci-
ety, tetapi karena tidak ada dukungan dari negara, maka czvil society tidak
berkembang, Lebih dari itu, tradisi pesantren yang cenderung bersifat
konservatif terhadap pemahaman agama seringkali tidak mendukung
masuknya nilai-nilai baru ke dalam komunitas Islam tradisional.

Merumuskan Politik keagamaan dan Kebangsaan:
Pengalaman Muslim Modernis dan Nasionalis

Bagaimana dengan komunitas Muslim modernis atau reformis dan
komunitas Muslim lain di luar kedua komunitas Muslim itu. Muslim
modernis mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-
20. Dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam Wahabi di Timur Tengah,
gerakan Islam reformis mulai berkembang di Indonesia pada pertengah-
an akhir abad ke-19. Gerakan Wahabi menolak praktik keagamaan yang
biasa dilakukan kalangan tradisionalis, terutama ziarah dan penghormatan
yang berlebihan kepada wali-wali penyebar Islam. Gerakan Wahabi
menyuarakan perlunya mengembalikan praktik keagamaan sesuai de-
ngan ajaran Islam. Mereka juga menolak pengaruh Barat terutama dalam
pendidikan, ilmu pengetahuan maupun bentuk pemerintahan. Pengaruh
gerakan Wahabi ini sangat kuat di Indonesia. Pengaruh itu jelas terlihat
dari gerakan Paderi di Minangkabau yang mencoba memurnikan ajar-
an-ajaran Islam dari pengaruh budaya lokal. Organisasi Muhammadiyah
dan Persis (Persatuan Islam) juga terpengaruh oleh ide Wahabi. Ini terli-
hat dari gerakan mereka menentang praktik yang dianggap bid’ah,
khurafat dan takhayul.

Di pihak lain gerakan modernist di Indonesia juga dipengaruhi oleh
pikiran-pikiran Muhammad Abduh dan Jamaludin Al-Afghani. Walau-
pun gerakan ini dalam tarap tertentu sebagai respon terhadap Barat, tidak
seperti Wahabi, gerakan ini lebih menekankan pada bagaimana meres-
pon tantangan dari Barat dengan memakai apa yang dikembangkan oleh
Barat. Dalam bidang pendidikan, misalnya, gerakan ini menghendaki
pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan memakai metode kelas
maupun mengajarkan ilmu-ilmu umum selain ilmu agama. Muhammadi-
yah sebagai organisasi yang terpengaruh dengan ide-ide Muhammad
Abduh menolak terlibat dalam politik dan memusatkan perhatiannya
pada kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan masalah kemiskian.
Dalam hal kepemimpinan Muhammadiyah menolak untuk hanya ber-
tumpu pada kharisma tokoh agama dan lebih tertarik untuk memilih
pemimpin dengan jalur birokrasi dan proses pemilihan yang terbuka.

Berbeda dengan kelompok tradisionalis, pandangan kelompok mo-
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dernis terhadap politik terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu
menunjukkan pengaruh reformis dalam kelompok modernist. Sebagian
kelompok Muslim modernis berkeyakinan bahwa preseden politik Is-
lam ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan politik harus
sesuai dengan ajaran Islam dan harus dilaksanakan sepenuhnya dalam
masyarakat Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa dalam teks-
teks suct Islam tidak ada ajaran yang secara eksplisit mengajarkan ten-
tang politik Islam, tetapi hanya prinsip- prlrlSlp umum tentang persamaar,
musyawarah, keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang
dikembangkan demokrasi moderen.

Perbedaan tersebut, dari sudut pandang organisasi, memunculkan
variasi. Namun, satu hal yang perlu disayangkan, kata Hefner, adalah
kemampuan membangun bermacam-macam organisasi itu tidak diarah-
kan untuk mengembangkan wawasan baru tentang norma-norma poli-
tik. Yang terjadi justru sebaliknya; para penulis modernis cenderung
untuk merujuk ke zaman keemasan, utamanya zaman khalifah Islam
ketika pemimpin agama dan pemimpin politik tidak dapat dipisahkan
(303). Seharusnya, mereka lebih merujuk pada periode Nabi di Medinah
di mana Nabi hidup dalam komunitas yang pluralis. Di sini, agaknya
Hefner sedikit tidak cermat. Penulis modernis juga merujuk, bahkan
menjadi rujukan utama karena ingin kembali kepada kemurnian ajaran
Islam, kepada zaman Nabi waktu di Madinah. Hal itu terlihat ketika
membicarakan masalah civil society, kelompok yang mendengungkan
konsep masyarakat madani—dengan merujuk pada pengamalan piagam
madinah pada waktu Nabi di Madinah—adalah kelompok modernis.

Di luar kelompok modernis dan tradisionalis tersebut, ada kelom-
pok Muslim yang, dalam masalah politik, lebih tertarik dengan ide-ide
sosialis dan nasionalis. Walaupun mereka percaya bahwa Islam adalah
unsur yang penting dari budaya nasional, mereka tidak mendasarkan
pandangan politiknya pada ajaran agama. Kelompok ini cukup besar
dan mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam perpolitik-
an di Indonesia. Munculnya Soekarno dan M. Hatta membuktikan bah-
wa mereka memainkan peran penting dalam politik nasional Indonesia.
Namun satu hal yang luar biasa, kata Hefner, walaupun suara mereka
cukup besar, di Indonesia tidak pernah muncul gerakan semacam Ke-
malis di Turki.

Apa yang terjadi dengan Islam di Indonesia tidaklah fenomena unik
Indonesia. Perbedaan pandangan tentang politik Islam di atas juga terja-
di di wilayah-wilayah Muslim lainnya. Di Indonesia perbedaan-perbe-
daan itu menciptakan konflik yang cukup tajam, puncaknya terjadi
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pada peristiwa berdarah pada 1965. Satu hal yang penting dicatat dari
diskusi tentang perbedaan pandangan tentang politik Islam ini adalah
bahwa aspirasi tentang politik modern telah membuka apirasi sipil, teta-
pi di sisi lain, karena adanya konflik, konsep-konsep itu telah menghan-
curkan potensi demokrasi sipil di Indonesia (304).

Jatuhnya Civilitas Masyarakat:
Pengalaman Orde Lama dan Orde Baru

Dengan corak masyarakat yang pluralis dan ditambah dengan keda-
tangan kolonialisme, perpolitikan di Indonesia menjadi menarik untuk
dikaji. Ketika kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat diraih, muncul
masalah yang baru; bagaimana mengatasi perbedaan dan konflik ideologi
yang telah begitu mendalam. Kebijakan pemerintah kolonial yang
memihak pada satu kelompok tertentu telah menumbuhkan sentimen
yang cukup dalam di masyarakat. Perbedaan ideologi begitu kelihatan
dalam pembahasan masalah perumusan dasar negara.

Waktu Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada 1955,
muncul banyak partai yang berlandaskan berbagai ideologi. Jika mema-
kai kerangka analisa Geertz, ada hubungan yang sangat erat antara afilia-
si partai politik dengan ideologi keagamaan. Perbedaan-perbedaan visi
politik seringkali berlanjut ke konflik ideologi. Ketika pemilu tahun
1955, partai Islam diharapkan akan mampu meraih suara terbanyak.
Namun karena mereka terpencar-pencar ke dalam partai kecil, suara
umat Islam terpecah-pecah. Sementara itu di pihak lain pun, kelompok
nasionalis, PKI, sosialis, Kristen dan katholik juga mengalami hal yang
sama.

Karena tidak adanya partai politik yang mendapat suara mayoritas,
konflik partai politik dan ideologinya semakin meruncing dalam debat
Konstituante untuk membahas masalah dasar negara. Perbedaan penda-
pat dalam Konstituante tidak dapat mencapai kesepakatan dalam masalah
pokok itu dan akhirnya membuat pemerintah Soekarno mengeluarkan
dekrit 1959. Setelah itu, Soekarno juga mencoba untuk menyatukan
ideologi ke dalam satu sistem ideologi bersama, NASAKOM (Nasiona-
lis Agama dan Komunis), untuk mengeliminir konflik ideologt.

Ide NASAKOM, dengan alasan penyatuan antara berbagai ideologt
tersebut, membuat umat Islam marah. Terlebih lagi pemerintah kemu-
dian lebih dekat dengan PKI—yang secara ideologis bersebrangan de-
ngan Islam—dan mematikan Masyumi, partai Islam yang sangat efekuif
saat itu. Ketidaksukaan umat Islam semakin bertambah ketika pemerin-
tah, atas desakan PKI, melakukan land reform. Kyai-kyai di pedesaan
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merasa terusik dengan kebijakan ini, sehingga mereka akhirnya bergabung
dengan kekuatan lain untuk menentang Soekarno. Dari situ terjadi peris-
tiwa 1965 yang kemudian menjadi momentum munculnya Orde Baru.

Bagi sebagian kalangan umat Islam, kegagalan partai Islam pada de-
kade 1950an dan 1960an merupakan pengalaman pahit. Kenyataan itu
membuktikan bahwa keterlibatan dalam politik hanya membuat umat
Islam masuk kedalam konflik kelompok. Pengalaman politik itu ternyata
justru menghambat pengembangan Islam kultural. Sikap yang tudak ra-
mah dari pemerintah terhadap gerakan Islam telah mempengaruhi gerak
Islam di dalam masyarakat. Bahkan karena citra buruk Islam dengan
keterlibatannya dalam persitiwa 1965, terutama di Jawa Timur dan Jawa
Tengah, membuat ribuan orang Islam nominal masuk ke agama lain.

Sementara itu, sebagian kecil umat Islam masih percaya pada gerakan
politik praktis. Kelompok ini tetap menyuarakan aspirasinya untuk
berjuang lewat politik praktis. Mereka membayangkan akan terwujud-
nya suatu negara Islam pada waktu kejayaan Islam. Merespon gagasan
tentang politik Islam ini, pada awal tahun 1970an muncul banyak gagasan-
gagasan tentang perlunya reorientasi politik Islam. Gagasan baru ten-
tang politik Islam ini disemangati oleh beberapa faktor. Pertama, merubah
kekakuan rumusan politik Islam yang sangat formalistik. Kedua, kondisi
sosial-politik yang berubah menuntut adanya perubahan visi politik Is-
lam. Isu-isu tentang pluralisme, demokrasi dan hak asasi manusia telah
mengilhami intelektual muda Muslim tahun 1970an untuk memikirkan
pembaharuan dalam pemikiran Islam. Ketiga, kebijakan-kebijakan poli-
tik Orde Baru yang membatasi ruang gerak partai politik Islam membu-
tuhkan redefinisi gerakan Islam.

Gagasan-gagasan baru tersebut kemudian mengilhami gerakan Islam
yang lebih memfokuskan pada bidang kultural, seperti pendidikan, dak-
wah dan pengembangan masyarakat. Walaupun pada awalnya banyak
umat Islam kecewa dan marah terhadap kebijakan Orde Baru yang menge-
birikan politik Islam, hal itu ternyata justru memberikan unintended
consequences yang baik. Islam kultural berkembang dengan baik, teruta-
ma hal itu terlihat dari kecenderungan masyarakat untuk memperbarui
keislamannya. Hingga pada akhir 1980an dan awal 1990an Islam menjel-
ma sebagai kekuatan kultural yang diperhitungkan.

Kekuatan sosial dan kultural terlihat nyata dengan lahirnya ICML
Memang kelahiran ICMI menjadi isu yang kontroversial. Dari pandang-
an sebagian orang, lahirnya ICMI tidak lebih dari cerminan bangkitnya
Islam kultural di Indonesia. Mobilitas umat Islam yang tinggi, ditandai
dengan booming sarjana Muslim, bangkitnya kelas menengah Muslim,

Studia Islamika, Vol. 7, No. 2, 2000



Civil Society di Masyarakat Muslim 185

memberikan kekuatan sosiologis yang besar bagi umat Islam. Bagi seba-
gian orang lagi, ICMI dipandang hanya sebagai lambang bahwa Is-
lam telah dikooptasi oleh pemerintah, disaat-saat umat Islam mulai
memperjuangkan demokrasi dan penguatan civil society. Akomodasi
rezim Orde Baru terhadap ICMI, bagi kelompok kedua ini, menun-
jukkan satu kemunduran. Islam dalam kasus ini direkrut bukan mela-
lui proses demokrasi terbuka, tetapi melalui negosiasi tertutup yang
berlawanan dengan praktik demokrasi. Padahal banyak tokoh Islam
yang direkrut rezim Orde Baru adalah penyuara dan pengembang
wacana demokrasi yang vokal.

Menakar Civil Society di Indonesia: Kritik dan Apresiasi

Kasus Indonesia penting dilihat dari dua sisi; pertama, hubungan an-
tara demokrasi dan masyarakat; dan kedua hubungan antara demokrasi
dan Islam (313-314). Dalam kaitannya dengan diskusi demokrasi dan
masyarakat, kasus Indonesia membuktikan bahwa masalah demokrasi
dan civil society bukanlah sui generis (sesuatu yang given). Demokrasi
dan civil society, di samping membutuhkan nilai-nilai pendukung, juga
mensaratkan kemauan politik penguasa untuk memberikan tempat bagi
berkembangnya ruang publik. Sementara dalam kaitannya dengan Is-
lam, kasus Indonesia membuktikan bahwa konsep generalisasi tentang
Islam seperti yang diungkapkan Gellener maupun Huntington tidaklah
tepat. Di Indonesia diskusi tentang konsep politik Islam ataupun hubung-
an Islam dengan demokrasi dan civil society menunjukkan keragaman
dan dinamika yang tingg1.

Perbedaan pandangan kelompok Muslim tradisionalis, modernist dan
nasionalis sekuler memberikan gambaran tentang keragamaan pandang-
an politik mereka. Masing-masing kelompok mempunyai sejarah ke-
mandirian organisasi tersendiri. Keragamaan ini merupakan kondisi bagi
terjadinya polarisasi kekuasaan di masyarakat. Namun Muslim tradisio-
nalis dan modernis mengalami kemunduran ketika mereka bicara pada
konsep tentang politik Islam. Pandangan mereka selalu merujuk pada
potret ideal Islam yang menggambarkan bersatunya agama dan negara.
Di luar pandangan itu, sebagian pemikir Islam memandang perlunya
memisahkan afiliasi keagamaan dari politik. Dalam Islam, konsep ten-
tang negara Islam tidaklah eksplisit. Oleh karena itu, mereka mencontoh-
kan kehidupan Nabi Muhammad pada waktu di Madinah yang menggam-
barkan kesediaan Nabi untuk hidup dalam masyarakat yang pluralis.
Namun di Indonesia, masalahnya bukanlah tidak adanya iklim asosiasi
yang independen, tetapi lebih pada tidak adanya dukungan kekuasaan
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tentang kemandirian itu.

Secara historis, “bits and pieces” organisasi yang independen telah
berkembang di Indonesia. Munculnya saudagar-saudagar Muslim di
wilayah pesisir Indonesia telah membentuk ciry-state yang kuat. Kenya-
taan itu berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, di mana
negara-kota kebanyakan tumbuh karena difasilitasi pemerintah yang
otoriter. Namun kedatangan kolonial telah menghancurkan kelas bor-
juis Muslim pribumi, yang berarti menghancurkan elemen dasar civi/
society. Meskipun demikian, perlawanan umat Islam terhadap pemerin-
tahan membawa Islam masuk ke dalam wilayah masa bawah. Sehingga
Islam menjadi pusat perlawanan terhadap kolonial yang cukup berarti.
Basis sosial 1nilah, bukan basis kekuasaan kerajaan, yang menjadi “visi
baru tentang politik dan masyarakat pribumi” yang mendasari pengem-
bangan politik Islam di kemudian hari (314). Resistansi Islam yang demikian
itu terus berkembang. Hal itu memberikan penjelasan mengapa pada
masa Orde Baru, walaupun negara begitu dominan, resistensi Islam da-
pat terus muncul.

Kasus di Indonesia memberikan pelajaran berharga bahwa wacana
tentang demokrasi dan civil society memang telah menjadi wacana glo-
bal. Namun demikian perlu disadari ada dua konsekwensi yang beriring-
an akibat dari fenomena global itu. Dari satu sisi, kita melihat adanya
perubahan-perubahan perilaku yang mungkin bisa disejajarkan dengan
perilaku masyarakat modern. Sementara di sisi lain, pelaksanaan ide-ide
global semacam demokrasi dan civil society, makna dan perilakunya difa-
hami sesuai dengan budaya lokal. Bahkan, dalam pelaksanaannya pun
menggunakan kerangka atau struktur lokal yang tersedia. Realitas terse-
but mengakibatkan bahwa demokrasi dan civil society tidak saja tergan-
tung pada nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat tertentu, tetapi juga
tergantung pada institusi, di mana keduanya menyediakan ruang untuk
penciptaan terus menerus kebudayaan manusia.

Artikel Hefner ini, seperti halnya antropolog lainnya yang menen-
tang adanya kecenderungan untuk melihat “Islam” dari satu sudut pan-
dang saja, memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika dan kera-
gaman pembicaraan masalah Islam dan konsep-konsep yang datang dari
Barat. Sambil melihat kemungkinan diterapkannya ide-ide kontempo-
rer tersebut, Hefner menggambarkan keragaman respon masyarakat di
luar masyarakat Barat. Di samping itu Hefner juga ingin menguji pan-
dangan “culturalist” dan “assotionalist” dalam melihat demokrasi sipil di
masyarakat yang majemuk. Dengan cross cultural studies, Hefner dan
juga sosiolog dan antropolog lain, ingin memberikan gambaran realitas
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sosial kepada ilmuwan politik tentang betapa kompleksnya masalah
hubungan antara ide-ide kontemporer dengan budaya lokal.

Berlandaskan pada argumen di atas, buku ini sangat penting untuk
dibaca tidak saja mereka yang tertarik tentang studi cross culture. Tetapi
juga oleh ilmuwan politik untuk mengetahui kompleksitasnya. Sehing-
ga tidak menimbulkan klaim-klaim yang sempit, seperti yang dilontar-
kan oleh Huntington, tentang masyarakat lain. Dan bagi pendukung
gagasan demokrasi dan sipil, baik mereka yang hidup di negara modern
ataupun negara berkembang, implementasi gagasan tersebut memerlu-
kan pemahaman sosio-kultural masyarakat. Lebih dari itu, gagasan
demokrasi dan civil society tidak akan berkembang tanpa dukungan nor-
ma budaya, asosiasi yang independen dan dukungan lingkungan politik
negara.

Meskipun begitu ada beberapa catatan kritis untuk artikel Hefner.
Pertama, ada kesalahan penerjemahan yang sangat menganggu, yaitu
ketika Hefner menerjemahkan tulisan Nurcholis Madjid, “Menuju
Masyarakat Madani” dengan “Toward a Madinah Society” (320). Wa-
laupun terjemahan tersebut berada dalam catatan kaki, terjemahan itu
sangat mengganggu. Konsep masyarakat madani sesungguhnya adalah
terjemaham Arab dari civil society. Adalah Prof. Naquib Al-Attas, seo-
rang intelektual Malaysia, yang pertama menerjemahkan civil society se-
bagai mujtama’ madani?' Kemudian istilah itu dipopulerkan oleh An-
war Ibrahim di Indonesia ketika seminar di Jakarta tahun 1995. Walau-
pun penjelasan tentang masyarakat madani merujuk pada piagam madi-
nah dan kehidupan Nabi di masyarakat pluralis madinah, penerjemahan
masyarakat madani tidak berarti “a madinab society”. Di Indonesia,
selain diterjemahkan ke dalam masyarakat madani, civil society diterje-
mahkan ke dalam “masyarakat warga” dan “masyarakat sipil.”*

Selain itu artikel Hefner tentang Islam di Indonesia lupa tidak menying-
gung fenomena organisasi SDI (Sarekat Dagang Islam) dan kemudian di
lanjutkan dengan SI (Sarekat Islam). Organisasi ini adalah fenomena pen-
ting dalam tradisi asosiasi profesional dan hubungannya dengan politik.
Dalam kacamata perkembangan Islam, SDI merupakan cikal bakal pen-
ting tumbuhnya organisasi modern dalam Islam di Indonesia. SDI didiri-
kan oleh pedagang Muslim adalah fenomena penting tumbuhnya organi
sasi kelas menengah Muslim di Indonesia. SDI kemudian menjelma
menjadi SI sebagai respon terhadap permintaan umat Muslim yang cukup
besar.

Selanjutnya, fenomena tentang Muslim tradisionalis, modernis dan
nasionalis sekuler sesungguhnya adalah fenomena Indonesia modern. Oleh
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Oleh karena itu, pembicaraan masalah Muslim Indonesia sebelum periode
modern, tentu menyangkut Muslim semua, tidak dapat diklaim oleh
golongan tertentu. Walaupun cikal bakal perbedaan visi sudah kelihatan
sejak lama, misalnya adanya perbedaan tentang praktik sufi dan norma-
tif Islam, pembentukan kelompok tradisionalis dan modernis baru mun-
cul pada periode modern. Konflik antara kelompok itu semakin kentara
setelah berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 dan kemudian disu-
sul dengan berdirinya NU pada tahun 1926.

Terakhir, dalam kontek studi tentang hubungan Islam dan demokra-
si atau civil society, pengamat selalu menempatkan mereka yang tidak
setuju pada konsep-konsep tersebut sebagai orang yang “salah.” Misal-
nya, Hefner mengindikasikan bahwa kelompok yang mengidealisasi-
kan masa lalu Islam sebagai kendala terhadap masuknya ide-ide baru.
Sementara itu, dengan kalimat positif mendukung kelompok Muslim
yang berpandangan “liberal.” Padahal secara sosiologis kehadiran kelom-
pok yang menentang ide-ide tersebut adalah dipengaruhi oleh lingkung-
an sosial dan budayanya. Artinya, kelompok itu tidak berada dalam
ruang yang vakum. Oleh karena itu, barangkali diskusi civil society dan
demokrasi perlu dihadapkan pada kenyataan yang plural. Sehingga, seper-
ti Hefner sendiri menggaris bawahi, adanya adaptasi lokal dan global
dari suatu konsep.

Terlepas dari kelemahan itu, studi ini sangat penting untuk melihat
perkembangan civil society secara historis, maupun pergumulan wacana
itu dalam masyarakat. Studi ini memberikan gambaran bahwa wacana
demokrasi dan civil society dalam sebuah masyarakat mempunyai karak-
ter sendiri. Barangkali benar jika sekarang banyak ilmuwan politik yang
mulai berpaling pada kajian sosiologis dan antropologis untuk mem-
berikan gambaran realitas sosial yang kompleks itu.
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